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ABSTRAK

AMI KHAFIDA. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran
Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018-2022.

Setiap organisasi pemerintahan memiliki kewajiban untuk selalu
memperhatikan prinsip value for money atau nilai manfaat terhadap biaya yang
dikeluarkan. Sama halnya dengan tuntutan yang diberlakukan oleh masyarakat,
pemerintah harus selalu mengutamakan tanggung jawab dalam melaksanakan
prinsip value for money terutama terkait penyediaan dan pengalokasian sumber
daya. Efektivitas dan efisiensi bisa dijadikan sebagai kriteria untuk menilai prestasi
sebuah organisasi menggunakan laporan realisasi anggaran yang sudah
dipresentasikan sebagai wujud pertanggungjawaban. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran
belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2018-2022.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research)
dengan pendekatan kualitatif analitik. Objek pada penelitian ini adalah Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten
Batang. Fokus penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang selama lima tahun (2018-2022) yang disusun oleh BPKPAD
Kabupaten Batang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan
dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif
dengan menggunakan analisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran belanja
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dari tahun 2018-2019 bervariasi. Pada tahun
2018, 2019, 2021 dan 2022 dikategorikan efektif kemudian pada tahun 2020
termasuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa aktivitas
yang dianggarkan tidak terlaksana. Sedangkan, tingkat efisiensi pelaksanaan
anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dari tahun 2018-2019
secara keseluruhan termasuk dalam kategori cukup efisien. Hal ini dikarenakan
pengelolaan anggaran belanja belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu
penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Kata kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Efektivitas, Efisiensi
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ABSTRACK

AMI KHAFIDA. Analysis of the Effectiveness and Efficiency of the
Implementation of the Batang Regency Regional Government Budget for the
2018-2022 Fiscal Year.

Every government organization has an obligation to always pay attention to
the principle of value for money or the value of benefits to the costs incurred.
Similar to the demands imposed by society, the government must always prioritize
responsibility in implementing the principle of value for money, especially
regarding the provision and allocation of resources. Effectiveness and efficiency
can be used as criteria for assessing the performance of an organization using the
budget realization report that has been presented as a form of accountability. The
purpose of this study was to analyze the level of effectiveness and efficiency of the
implementation of the Batang Regency Regional Government budget for the 2018-
2022 fiscal year.

This type of research is included in field research with an analytical
qualitative approach. The object of this research is the Batang Regency Regional
Financial, Revenue and Asset Management Agency (BPKPAD). The focus of this
research is the Batang Regency Regional Government budget realization report for
five years (2018-2022) prepared by BPKPAD Batang Regency. The data sources
used are primary data and secondary data. Data collection techniques using
observation, interviews and documentation. The data analysis method uses
qualitative descriptive analysis using an analysis of the level of effectiveness and
efficiency of the Batang Regency Regional Government budget.

The results showed that the level of effectiveness of the Batang Regency
Regional Government budget from 2018-2019 varied. In 2018, 2019, 2021 and
2022 were categorized as effective, then in 2020 they were in the moderately
effective category. This is because there are several budgeted activities that are not
carried out. Meanwhile, the efficiency level of the Batang Regency Regional
Government's expenditure budget implementation from 2018-2019 as a whole is
included in the moderately efficient category. This is because the management of
the expenditure budget has not succeeded in meeting the efficiency requirements,
namely the use of minimum funds to achieve maximum results.

Keywords: Budget Realization Report, Effectiveness, Efficiency
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab — Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Mentri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan N0.0543 b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di

lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

‘ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
= Ba B Be

< Ta T Te

< Sa 3 es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

- Ha h ha (dengan titik dibawah)
@ Kha Kh kadan ha

. Dal D De

3 Zal 2 zet (dengan titik di atas)
2 Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
- Sad s es (dengan titik dibawah)
a Dad d de (dengan titik dibawah)
1 Ta ¢ te (dengan titik dibawah)

Xiv




zet (dengan titik dibawah)

= Za z

4 ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
d Gain G Ge

- Fa F Ef

3 Qaf Q Ki

4 Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

o Nun N En

3 Wau W We

2 Ha H Ha

& Hamzah ' Apostrof
¢ Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
; Kasrah I I
: Dhammah U U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan antara harkat dan huruf.

Tanda Nama Huruf Latin Nama
¢ Fathah dan ya Al adani
S5 Fathah dan wau Au adanu
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3. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

455 - |Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas
S, Kasrah dan ya I I dan garis di atas
ca 80 Hammah dan wau U u dan garis di atas

4. Ta’marbutah

a. Ta’marbutah hidup
Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahdan
dammabh, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta’marbutah mati
Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir denagn ta’marbutah diikuti oleh kata yang
menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

5. Syaddah
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J!
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyah.
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a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti
kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah Kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di
depan dan sesuai dengan bunyinya.

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
Jda ) -ar-rajulu
) -as-sayyidah
Leald)  -asy-syamsu
_yadl) -al-gamar
@J_.A\ -al-badi’
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah
dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan,

karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
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9.

10.

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal
kata sandangnya.
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai

dengan pedoman Tajwid.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya globalisasi dan tuntutan reformasi yang terus meningkat,
kebutuhan akan peran akuntansi sebagai alat pencatatan menjadi sangat krusial.
Perkembangan akuntansi tidak terlepas dari perkembangan dunia
pemerintahan dan regulasi yang ada (Lasupu et al., 2021). Di Indonesia,
pemerintahan terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota,
dimana masing-masing memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan mereka sendiri (D. P. Sari et al., 2023). Sebelum konsep
otonomi daerah diterapkan secara meluas, sistem pemerintahan cenderung
lebih sentralistik, dimana pemerintah pusat memegang kendali penuh atas
berbagai aspek di seluruh wilayah pemerintahan. Otonomi daerah kemudian
muncul sebagai perubahan, dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi
lebih terdesentralisasi. Pergantian sistem pemerintahan tersebut bertujuan
untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dalam membuat keputusan
kebijakan dan memperbaiki kualitas pemerintahan, sekaligus menciptakan tata
kelola yang efisien serta efektif dalam menghadapi tantangan yang kompleks
(Widowati & Fatimah, 2022).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dikenal sebagai Undang-
Undang Otonomi Daerah telah memberikan otonomi lebih besar kepada

pemerintah daerah di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini,



pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak wewenang dalam mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan termasuk sumber daya alam dan keuangan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian direvisi dan disempurnakan
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
untuk mencapai otonomi yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk
mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,
diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan yang mendukung otonomi daerah dan pelayanan publik di seluruh
Indonesia. Kedua undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan, memiliki keterkaitan. Undang-Undang
Pemerintahan Daerah memberikan pemerintah daerah kekuasaan lebih dan
Undang-Undang Perimbangan Keuangan menjamin dukungan keuangan untuk
mendukung otonomi daerah (Widowati & Fatimah, 2022). Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengelola urusan
pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sendiri dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
menjelaskan definisi daerah otonom sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batasan wilayah dan memiliki wewenang untuk mengurus dan
mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sekitar
berdasarkan gagasan sendiri yang didasarkan pada kehendak dari masyarakat

dalam sistem NKRI. Pemerintah daerah mendapatkan hak dan kewenangan



untuk melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan mematuhi asas
dekonsentrasi, pembantuan dan desentralisasi (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia
dimulai dengan perpindahan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik
dari pusat ke daerah. Akibat perpindahan kewenangan tersebut terjadi
peningkatan transfer dana publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
sebagai tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan dan barang publik.
Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah supaya mandiri dalam mengelola
keuangan daerah, sehingga mengakibatkan munculnya sistem keuangan daerah
yang khusus. Pengelolaan keuangan daerah memainkan peran penting dalam
menentukan nasib suatu daerah, pengelolaan keuangan daerah yang optimal
memungkinkan sebuah daerah menjadi kuat, berdaya dan semakin
berkembang. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara
transparan, akuntabel dan adil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan
mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Untuk mencapai
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah
daerah harus menyusun dan mengajukan laporan keuangan sesuai dengan
prinsip tepat waktu dan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah
ditetapkan secara umum (Purba & Silalahi, 2021).

Pada pelaksanaan sistem keuangan daerah, perencanaan awal menjadi
sangat penting karena erat kaitannya dengan proses penganggaran. Dalam
perencanaan tersebut, tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi

juga sumber daya ekonomi dalam bentuk anggaran pemerintah daerah.



Pentingnya anggaran dalam suatu organisasi atau instansi terletak pada
perannya sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan. Anggaran adalah suatu
rencana awal yang disusun secara terstruktur, dimana setiap rancangan atau
rencana merinci kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi di waktu yang
akan datang dan memberikan manfaat dalam mencapai tujuan organisasi
(Amelinda et al., 2022). Anggaran pemerintah adalah proses penentuan alokasi
dana dalam bentuk moneter di setiap kegiatan dan program dimana
menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat. Setiap kegiatan
memerlukan anggaran yang akan dialokasikan pada program-program yang
telah ditentukan atau direncanakan. Salah satu aspek pengelolaan yang
diberikan oleh pemerintah pusat yaitu pengelolaan keuangan daerah, di mana
pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mencari sumber pendapatan dan
menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengelolaan
keuangan daerah adalah metode yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk
mengatur keuangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,
pelaporan, akuntansi, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah (D. P. Sari
et al., 2023).

Keberhasilan otonomi daerah dapat diukur dari sejauh mana pemerintah
mampu mengatur keuangan dengan baik. Hal tersebut direncanakan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 menjelaskan mengenai definisi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan yang nantinya akan

digunakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun periode yang sudah



ditentukan berdasarkan peraturan daerah (D. P. Sari et al., 2023). APBD
merupakan rencana kinerja keuangan pemerintah daerah yang disusun untuk
satu tahun periode tertentu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah
sesuai dengan rencana dan penetapan anggaran (Halim & Kusufi, 2012). Proses
perencanaan dan penyusunan APBD mengikuti pedoman yang tertuang dalam
PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara garis
besar, proses penyusunan APBD dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni
penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan
kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara,
penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD, dan
terakhir penetapan APBD (Purba & Silalahi, 2021).

Memasuki era baru setelah diberlakukannya otonomi daerah di
Indonesia, otonomi daerah telah membawa dampak signifikan pada
perkembangan akuntansi sektor publik di negara ini (Armono et al., 2023).
Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh
lembaga-lembaga pemerintahan di  Indonesia beserta departemen-
departemennya dengan tujuan sebagai alat pertanggungjawaban kepada
masyarakat (Purba & Silalahi, 2021). Laporan realisasi anggaran adalah wujud
dari laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh pemerintah daerah
untuk memeperlihatkan hasil kinerja keuangannya dalam satu tahun periode
(Susanti et al., 2021). Laporan realisasi anggaran berisi data yang akan

digunakan untuk memperkirakan sumber daya ekonomi yang nantinya akan



dialokasikan untuk program pemerintah daerah dalam satu tahun periode,
dengan melakukan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan
realisasinya. Laporan ini berfungsi untuk menyajikan informasi tentang
aktivitas keuangan pemerintahan, termasuk kedisiplinan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta ikhtisar tentang sumber daya,
alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah daerah dalam
periode tahun tertentu. Laporan realisasi anggaran juga mencakup
perbandingan antara target anggaran yang direncanakan dan realisasinya pada
suatu tahun anggaran (Widowati & Fatimah, 2022). Dengan disusunnya
laporan realisasi anggaran ini menunjukkan betapa pentingnya peran anggaran
dalam suatu organisasi. Efektivitas dan efisiensi bisa dijadikan sebagai kriteria
untuk menilai prestasi sebuah organisasi menggunakan laporan realisasi
anggaran yang sudah dipresentasikan sebagai wujud pertanggungjawaban
(Zhafiri & Trisnaningsih, 2023).

Setiap organisasi pemerintahan memiliki kewajiban untuk selalu
memperhatikan prinsip value for money atau nilai manfaat terhadap biaya yang
dikeluarkan. Sama halnya dengan tuntutan yang diberlakukan oleh masyarakat,
pemerintah harus selalu mengutamakan tanggung jawab dalam melaksanakan
prinsip value for money terutama terkait penyediaan dan pengalokasian sumber
daya. Maksudnya, penggunaan sumber daya harus dioptimalkan semaksimal
mungkin tetapi tetap efisien dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai (Sari et al., 2023). Efektivitas pada pemerintahan

daerah yaitu bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan



kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisiensi yaitu kemampuan untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan hingga benar dengan menggunakan dana yang
seminimal mungkin (Widowati & Fatimah, 2022). Untuk melihat hasil
efektivitas dan efisiensi suatu anggaran belanja terdapat metode yang
dilakukan. Metode yang dilakukan untuk melihat efektivitas yaitu dengan
membandingkan realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja,
sedangkan metode untuk melihat efisiensi yaitu membandingkan realisasi
anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja (Bunna, 2021).
Rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja di Indonesia merupakan
fenomena yang terjadi setiap tahun baik di tingkat Kementerian/Lembaga
maupun tingkat daerah. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat
penyerapan anggaran belanja di Indonesia antara lain kurangnya pemahaman
sumber daya manusia di pemerintah daerah dalam penerapan regulasi di bidang
pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan pertanggungjawaban
keuangan daerah, keterlambatan pelaksanaan lelang atau kontrak pengadaan,
dan keraguan pemerintah daerah dalam memulai kegiatan akibat perencanaan
yang tidak matang, beberapa dokumen administrasi yang belum tuntas,
kurangnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan anggaran belanja,
adanya perubahan kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik, adanya
kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan adanya praktik
korupsi dan nepotisme dalam pengelolaan anggaran belanja. Dampak dari
rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja tersebut juga dapat berdampak

negatif terhadap pembangunan di Indonesia, antara lain lambatnya proses



pembangunan, tidak tercapainya target pembangunan, tidak meratanya
pembangunan, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dan meningkatnya
angka pengangguran (Paat et al., 2019).

Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan pada
tahun anggaran 2022 untuk semester pertama, rata-rata penyerapan anggaran
belanja pemerintah masih rendah. Namun, tidak disebutkan secara spesifik
persentase rata-rata penyerapan anggaran belanja pemerintah pada semester
pertama tahun anggaran 2022. Terdapat beberapa kasus rendahnya tingkat
penyerapan anggaran belanja di Indonesia, seperti rendahnya penyerapan
anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Palembang, keterlambatan
penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota
Subulussalam, dan rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. Namun, penting untuk dicatat bahwa
penyerapan anggaran yang rendah tidak hanya terjadi di daerah-daerah
tersebut, tetapi juga di daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan
solusi-solusi untuk mengatasi rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja
di Indonesia, seperti meningkatkan pemahaman sumber daya manusia di
pemerintah daerah dalam penerapan regulasi, meningkatkan koordinasi antar
instansi dalam pengelolaan anggaran belanja, menerapkan kebijakan yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan pengawasan dan kontrol
terhadap pengelolaan anggaran belanja, mempercepat proses lelang atau
kontrak pengadaan, meningkatkan kualitas dokumen administrasi,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah melalui



program pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kualitas layanan
kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (Wiryatama,
2023).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai
efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah. Penelitian yang dilakukan
oleh Prasetyo & Nugraheni (2020) dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran
Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan
Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil
(DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015-2019”. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang selama periode
2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penyerapan
anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
bervariasi. Selama periode 2015-2019 hanya di tahun 2018 dan 2019 yang
penyerapan anggarannya efektif yaitu sebesar 90,65% di tahun 2018 serta
93,86% di tahun 2019. Namun di tahun 2017 penyerapan anggarannya kurang
efektif dengan persentase sebesar 76,91%. Sedangkan penyerapan anggaran di
tahun 2015-2016 masuk kategori Cukup Efektif dengan persentase masing—
masing 89,96% dan 88,97%. Sedangkan untuk tingkat efisiensi penyerapan
anggaran Disdukcapil Kota Magelang dari periode 2015-2019 tidak efisien.
Hal tersebut karena masih banyak pos anggaran yang realisasinya tidak sesuai
dokumen pelaksanaan anggaran. Banyak belanja yang tidak sesuai dengan

anggaran yang telah disahkan. Maka tidak heran jika setiap tahun anggaran
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belanja Disdukcapil Kota Magelang menurun. Namun penurunan anggaran
tersebut penyerapan anggaranya masih belum mencapai kategori efisien
(Prasetyo & Nugraheni, 2020).

Berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh D. P. Sari et al. (2023)
dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran
Belanja Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2019-2021”. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi
anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2019-2021 oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dilihat dari analisis efektivitas anggaran
belanja, dinilai efektif. Hal ini dapat dilihat dari rasio efektivitas anggaran
belanja pada tahun 2019 sebesar 90,13%, tahun 2020 sebesar 95,14%, dan
tahun 2021 sebesar 93,62%. Sementara itu, pelaksanaan anggaran belanja pada
tahun 2019-2021, dilihat dari analisis efisiensi anggaran belanja, dinilai efisien.
Hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi anggaran belanja pada tahun 2019
sebesar 70,74%, tahun 2020 sebesar 61,43%, dan tahun 2021 sebesar 68,94%.
Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara termasuk dalam kriteria efektif dan efisien (D. P. Sari et al., 2023).

Melihat data dari hasil penelitian terdahulu, tingkat efektivitas dan
efisiensi anggaran belanja pada suatu entitas mengalami perbedaan. Hal
tersebut diakibatkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Maka

dari itu, penulis ingin meneliti tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja
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daerah suatu entitas yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan
sumber portal resmi Provinsi Jawa Tengah atau jatengprov.go.id, Jawa Tengah
merupakan salah satu provinsi yang mengalami perkembangan pesat dalam
pembangunan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa
pembangunan infrastruktur, perekonomian, sosial budaya, dan sumber daya
manusia termasuk di dalamnya teknologi di Jawa Tengah membaik. Selain itu,
Jawa Tengah juga berhasil meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik
pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023. Penghargaan
dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI ini juga pernah
diterima Jateng pada 2019 dan 2020. PPD tersebut dinilai berdasarkan capaian
indeks pembangunan manusia (IPM), kebijakan daerah pada penyelenggaraan
pendidikan, pembangunan kesehatan, kualitas pembangunan perempuan dan
anak, serta konsistensi evaluasi dengan isu-isu strategis yang terjadi di 35
kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Tengah
yang memiliki letak strategis di tiga jalur utama mobilisasi perekonomian di
Pulau Jawa. Namun, pada kenyataannya perekonomian di Kabupaten Batang
masih rendah dimana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang menempati
peringkat 29 dari total 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pendapatan Asli
Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan realisasi
anggaran belanja pemerintah daerah. Namun, ketergantungan berlebihan pada
Pendapatan Asli Daerah juga dapat berdampak negatif jika Pendapatan Asli

Daerah mengalami fluktuasi atau penurunan. Oleh karena itu, pemerintah
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daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan dan

memperhatikan  faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan

pelaksanaan anggaran belanja. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
rendah

Batang termasuk dalam tujuh Kabupaten/Kota yang paling

pemasukannya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 (Reza et al., 2022).

Hal ini tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, 2023

No | Kabupaten/Kota | Pendapatan No | Kabupaten/Kota | Pendapatan
1 | Kota Semarang 5.319.832.790 19 | Sukoharjo 2.401.529.962
2 | Banyumas 3.773.568.764 20 | Demak 2.400.405.766
3 | Brebes 3.293.494.179 21 | Jepara 2.399.062.011
4 | Cilacap 3.219.631.963 22 | Karanganyar 2.346.436.745
5 | Kebumen 3.044.056.768 23 | Banjarnegara 2.259.878.404
6 | Pati 2.910.220.672 24 | Purbalingga 2.104.113.319
7 | Klaten 2.907.327.298 25 | Wonosoho 2.070.280.635
8 | Teqal 2.905.805.253 26 | Rembang 2.054.302.198
9 | Pemalang 2.836.842.885 27 | Blora 2.012.812.302
10 | Magelang 2.719.200.678 28 | Temanggung 1.996.489.275
11 | Grobogan 2.680.645.523 29 | Batang 1.925.617.426
12 | Purworejo 2.483.287.920 30 | Kudus 1.911.471.464
13 | Boyolali 2.480.627.139 31 | Kota Surakarta 1.624.395.242
14 | Wonogiri 2.477.910.262 32 | Kota Tegal 1.298.031.100
15 | Semarang 2.457.006.194 33 | Kota Pekalongan | 1.060.107.482
16 | Kendal 2.451.834.514 34 | Kota Magelang 1.006.107.354
17 | Pekalongan 2.446.656.142 35 | Kota Salatiga 1.006.404.906
18 | Sragen 2.422.886.893

Dari tabel 1.1 tersebut, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Batang pada tahun 2020 menempati peringkat 29 dari 35
kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah dan berada satu tingkat di bawah
Kabupaten Temanggung. Padahal seyogyanya dengan luas wilayah dan letak
geografisnya yang terletak di sepanjang jalan Pantura (Pantai Utara) yang

merupakan akses utama mobilisasi masyarakat di Jawa ditambah dengan
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hadirnya PLTU Batang yang tentunya sudah seharusnya dapat memberikan
kontribusi yang cukup besar pada pendapatan asli daerah Batang sehingga bisa
lebih bersaing dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah (Reza et al.,
2022).

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)
merupakan unit kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
serta Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah. BPKPAD Kabupaten Batang berperan sebagai
unsur penunjang urusan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam fungsi
penunjang keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada
periode tahun anggaran 2018 hingga 2022, Pemerintah Daerah mengusulkan
berbagai program strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan
mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan
tersebut, penting untuk melakukan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang selama
periode tersebut. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi masalah-

masalah potensial yang mungkin muncul dalam pelaksanaan anggaran.
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Penilaian efektivitas dan efisiensi di Pemerintah Daerah Kabupaten
Batang lebih difokuskan pada Laporan Realisasi Anggaran yang disusun setiap
tahun anggaran. Penilaian kinerja melalui Laporan Realisasi Anggaran
berfokus pada hasil atau output yang dicapai oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang, dengan membandingkan setiap rencana yang telah
ditetapkan tanpa memperhatikan hasil akhir atau outcome. Oleh karena itu,
Laporan Realisasi Anggaran menjadi alat penting bagi instansi pemerintah
untuk berkomunikasi mengenai pencapaian yang telah diraih dan proses
pencapaian tersebut. Berikut adalah perkembangan anggaran dan realisasi dari
APBD Pemerintah Kabupaten Batang selama periode 2018-2022.

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2018-2022
Tahun Anggaran Realisasi
2018 | 1,493,802,913,801.00 | 1,396,497,214,776.00
2019 | 1,575,889,543,741.58 | 1,431,034,432,119.00
2020 | 1,528,720,277,802.86 | 1,349,573,485,518.19

2021 | 1,583,495,924,837.13 | 1,440,336,907,917.00

2022 1,611,075,729,405.77 | 1,455,011,002,798.00
Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, Data diolah, 2023

Tabel 1.2 di atas menunjukkan anggaran dan realisasi belanja Pemerintah
Kabupaten Batang selama periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun
2022. Dalam kurun waktu lima tahun periode terjadi realisasi yang tidak
memenuhi target, terlihat bahwa antara target dan realisasi tidak sesuai dengan
yang diharapkan dan realisasinya cenderung mengalami fluktuasi, yang artinya
terdapat beberapa kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Dari tabel

diatas juga dapat dijelaskan bahwa dalam tiap tahun penggunaan anggaran
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pada Pemerintah Kabupaten Batang selalu mengalami pasang surut atau dapat
dikatakan tidak tetap sehingga mempengaruhi Rasio Efektivitas dan Efisiensi
dalam pelaksanaan anggaran. Dalam menghadapi fluktuasi ini, Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap
pelaksanaan anggaran dan mengidentifikasi permasalahan yang mendasar
untuk menemukan solusi yang tepat. Upaya perbaikan harus terus dilakukan
guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah,
sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal untuk mensejahterakan
masyarakat dan memajukan daerah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan
dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Hasil analisis dari penelitian
ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masa mendatang untuk mencapai
tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Berdasarkan dasar pemikiran dalam latar belakang permasalahan dan
pengamatan terhadap hasil penelitan terdahulu, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi
Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2018-2022”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi

rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah
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Daerah Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2018-2022?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2018-2022?
C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
selama periode tahun anggaran 2018 hingga 2022. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan
anggaran belanja selama lima tahun terakhir.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis

I. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang selama periode anggaran
2018-2022.

ii. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang
signifikan bagi perkembangan ilmu Akuntansi, terutama terkait
aspek pelaksanaan anggaran dan belanja yang efektif dan efisien.

iii. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai
referensi penting bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk

mengkaji objek yang sama atau serupa.
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b. Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan supaya hasilnya dapat
menjadi sumber informasi yang berharga dan juga menjadi
pertimbangan serta masukan penting dalam upaya meningkatkan
Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat
berdampak positif terhadap pembangunan daerah tersebut.
D. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab.
Berikut ini penjelasan dari setiap bab dalam penelitian ini:
BAB | PENDAHULUAN
Bab pertama dari penelitian ini akan menjabarkan mengenai latar belakang
dari masalah penelitian, kemudian disusul rumusan masalahnya, tujuan dan
manfaatnya penelitian yang dilaksanakan ini, serta sistematika penulisannya.
BAB Il TELAAH PUSTAKA
Bab kedua memiliki dua sub bab yakni tinjauan pustaka dan landasan teori
yang dipakai, kemudian kerangka berpikir yang menjelaskan konsep dari
penelitian ini.
BAB Il METODE PENELITIAN
Bab ketiga dari penelitian ini akan menjelaskan mengenai metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian mencakup

diantaranya yaitu setting penelitian, definisi operasional variabel penelitian,
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sumber data, teknik pengumpulan, dan metode analisis data yang digunakan
dalam penelitian.
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini akan menjelaskan mengenai profil dari objek penelitian
dan hasil penelitian yang ditemukan serta pembahasan yang terkait dengan
hasil analisis penelitian.
BAB V PENUTUP

Bab lima yakni penutup berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah

dilakukan dan saran untuk hasil yang telah didapatkan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Bersumber pada pembahasan dan hasil analisis data yang sudah
diuraikan diatas. maka peneliti dapat menyimpulkan pelaksanaan anggaran
belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang pada tahun 2018-2022 meliputi:

1. Tingkat efektivitas anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten
Batang pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022 dikategorikan efektif
kemudian pada tahun 2020 termasuk dalam kategori cukup efektif. Selama
lima tahun anggaran dari tahun 2018 sampai dengan 2022 tingkat efektivas
pelaksanaan anggaran mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahun
yang berbeda-beda dimana pada tahun 2018 tingkat efektifitasnya 93,49%,
tahun 2019 tingkat efektivitasnya 90,91%, dan di lanjutkan pada tahun
2020 tingkat efektivitasnya 88,28%. Kemudian tahun 2021 sebesar
90,96% dan di tahun 2022 sebesar 90,31%. Perbedaan ini terjadi karena
beberapa aktivitas yang dianggarkan tidak terlaksana, tetapi kegiatan lain
yang sebagian besar telah dianggarakan sudah dilaksanakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang dengan efektif dalam artian sudah mencapai
sasaran.

2. Tingkat efisiensi anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
pada tahun 2018-2022 secara menyeluruh termasuk dalam kategori cukup
efisien. Pada tahun 2018 tingkat efisiensinya sebesar 88,30%, Tahun 2019
tingkat efisiensinya sebesar 85,20. Tahun 2020 tingkat efisiensinya

sebesar 87,20%. Tahun 2021 tingkat efisiensinya sebesar 86,17%.
87
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Dilanjutkan tahun 2022 dengan tingkat efisiensinya sebesar 87,12%. Hal
Ini dikarenakan pengelolaan anggaran belanja belum berhasil memenuhi
syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai
hasil yang maksimal. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten
Batang dalam melaksanakan pengelolaan anggaran belanja masih perlu
ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Batang agar lebih meningkatkan
efektivitas pada tahun mendatang dalam pengelolaan anggaran belanja
dengan melakukan perencanaan untuk memenuhi target anggaran yang akan
ditetapkan dan memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan sehingga
terciptanya kriteria yang sangat efektif. Diharapkan juga untuk Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang agar meningkatkan tingkat efisiensinya yang
masih dalam kategori cukup efisisen dan memperbaiki tingkat efisiensi yang
masih mengalami penurunan.

2. Rasio efektivitas serta rasio efisiensi dapat dijadikan landasan untuk
menentukan kebijakan dalam pencapaian target untuk periode/waktu yang
akan datang dan selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi
input/masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Batang agar
meningkatkan pengawasan kepada pegawai mengenai anggaran belanja
yang dikeluarkan supaya pengeluarannya bisa teratur sesuai anggaran

belanja yang sudah dianggarkan.
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3. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat meneliti lebih
lanjut pelaksanaan anggaran belanja setiap tahunnya dan meneliti tentang
jalannya progam kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang
sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sebaiknya menggunakan alat

uji statistik yang lebih baik lagi guna pengembangan penelitian.
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